
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA OPTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa keberadaan optikal sebagai penunjang pelayanan
kesehatan sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan
yang diberikan oleh tenaga refraksionis optisien
(optometris) perlu dilakukan penataan, pembinaan dan
pengawasan dalam kegiatan usahanya;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Optikal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2005 Nomor 5), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Izin Usaha Optikal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene
untuk usaha-usaha bagi umum (Lembaran Negara Tahun
1962 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara nomor
2475);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
(Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2804);



- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor
4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomr 5049);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin
Kerja Refraksionis Optisisen;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1424/menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Optikal;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomr
572/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi
Refraksionis Optisien;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang
menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2008 Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18,
Tambahan Lembahan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor : 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA OPTIKAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten
Kotawaringin Barat;

6. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat;

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi
serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensakontak;

9. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus
melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau
pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan
ukuran yang ditentukan dalam resep;

10. Refraksionis optisien adalah tenaga kesehatan yang telah
lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata
dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil
pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata
atau lensakontak, termasuk pelatihan ortoptik;

11. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk
mengetahui adanya kelainan refraksi dan menentukan
ukuran koreksinya yang sesuai;

12. Pemeriksaan mata dasar adalah upaya untuk
mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidaknya
kelainan atau penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter;

13. Lensa kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada
kornea atau sklera mata untuk memperbaiki tajam
penglihatan atau rehabilitasi kosmetik;
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14. Kacamata koreksi adalah alat bantu untuk memperbaiki
tajam penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang
dipasang di depan mata;

15. Resep adalah koreksi anomali refraksi berupa ukuran
lensa kacamata atau lensakontak yang dibuat oleh
refraksionis optisien atau dokter;

16. Standar profesi adalah pedoman bagi setiap refraksionis
optisien dalam menjalankan profesinya;

17. Surat Izin Usaha Optikal adalah izin tertulis yang
diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Memberikan pedoman bagi perorangan atau badan usaha
yang ingin mendirikan Sarana Optikal.

(2) Melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang dapat
merugikan kesehatan.

BAB III
NAMA OBYEK DAN SUBYEK IZIN USAHA

Pasal 3

Pemberian atas izin usaha optikal diberikan kepada orang
pribadi atau badan.

Pasal 4

Obyek adalah semua kegiatan usaha Optikal.


